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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat melalui program promosi, preventif,
kuratif dan rehabilitatif. Di samping itu perlu pula dilakukan perbaikan
dan peningkatan sistem pembiayaan kesehatan, sarana dan prasarana
kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.

Derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah diakibatkan
karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses
pelayanan kesehatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak
adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan
memang mahal. Peningkatan biaya pelayanan kesehatan yang
diakibatkan oleh berbagai faktor seperti perubahan pola penyakit,
perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran. Pola pembiayaan
kesehatan berbasis pembayaran out of pocket, kondisi geografis yang
sulit untuk menjangkau sarana kesehatan. Derajat kesehatan yang
rendah berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas kerja yang
pada akhirnya menjadi beban masyarakat dan pemerintah.

Selama ini sistem kesehatan Indonesia sangat tidak memihak
kepada rakyat. Hal ini tercermin dari sistem pembayaran jasa per
pelayanan yang diterapkan di Indonesia. Meskipun pelayanan tersebut

disediakan di rumah sakit publik, artinya rakyat Indonesia menghadapi



ketidakpastian dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Di rumah
sakit publik sekalipun rakyat tidak tahu berapa biaya yang harus
dibayarnya jika ia atau seorang keluarganya dirawat sampai ia keluar
dari rumah sakit. Tidaklah mengherankan jika akhirnya rakyat mencari
pengobatan tradisional atau tidak berobat karena ketiadaan uang, yang
berakhirnya dengan tingginya angka kematian dan rendahnya usia
harapan hidup. Sebahagian besar rumah tangga di Indonesia akan
mengalami pembayaran katastropika ketika satu anggota rumah
tangga membutuhkan rawat inap, artinya sebuah rumah tangga akan
jatuh miskin (Sadikin, sakit sedikit jadi miskin), karena harus berhutang
atau menjual harta benda untuk biaya berobat di rumah sakit, bahkan
di rumah sakit publik.

Sehat memang bukan segalanya, akan tetapi, tanpa badan dan
jiwa yang sehat segalanya tidak berarti. Bangsa yang rakyatnya sakit-
sakitan tidak akan bisa menjadi bangsa yang pintar dan produktif.
Tubuh kita juga tidak bisa tumbuh bagus, jika kurang sehat apalagi
ditambah kurang gizi. Jadi, suatu bangsa yang sehat dan kuat fisiknya
merupakan fondasi dasar agar bangsa tersebut dapat berproduksi
tinggi, pandai, dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.
Untuk itulah, negara harus menjamin agar semua penduduknya dapat
hidup sehat dan produktif. Dunia internasional telah lama mengakui

bahwa kesehatan adalah hak asasi fundamental setiap orang.



Kita,Indonesia memang tertinggal jauh. Hak terhadap pelayanan
kesehatan baru diletakkan dalam amandemen UUD 45 tahun 2000
khususnya Pasal 28H (1) berupa hak atas pelayanan kesehatan.
Begitu pula Pasal 34 (2) tentang SJS dan ayat 3 tentang tang-
gungjawab negara menyediakan pelayanan kesehatan yang layak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
Pasal 28H, UU Nomor 40 tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang
Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan
pelayanan kesehatan, karena itu setiap individu, keluarga dan
masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya
dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup
sehat bagi penduduknya.

Di dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen
tahun 2000 “...setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan”.
Pencantuman hak terhadap pelayanan kesehatan bertujuan untuk
menjamin hak-hak kesehatan yang fundamental sesuai dengan
Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB di tahun 1947.

Penjaminan hak tersebut diperkuat dengan amandemen UUD
NRI Tahun 1945 tanggal 11 Agustus 2002 Pasal 34 ayat 2 “Negara
mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat...” dan ayat 3
“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan

kesehatan”.



Amandemen tersebut, membuat tugas pemerintah semakin
jelas yaitu secara eksplisit menempatkan kesehatan sebagai bagian
utama dari pembangunan rakyat yang harus tersedia secara merata
bagi seluruh rakyat, dengan kata lain, prinsip ekuitas telah ditancapkan
dalam UUD 1945 sehingga pemerintah pusat dan daerah kini tidak
bisa lagi menghindar dari penyediaan anggaran yang lebih besar bagi
sektor kesehatan atau mengembangkan sebuah sistem jaminan
kesehatan bagi seluruh rakyat. Sejak diberlakukannya Undang-undang
No. 22 Tahun 1994 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
undang No. 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan pusat dan
daerah dan telah disempurnakan Undang-undang No. 32 tahun 2004
dinyatakan bahwa kewenangan otonomi luas adalah kekuasaan
daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup
kewenangan semua bidang pemerintahan termasuk di bidang
kesehatan.

Sesuai dengan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009
menjelaskan bahwa pemerintah bertugas mengatur, membina dan
mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan dan
menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata terjangkau oleh
masyarakat, menggerakkan peran serta masyarakat yang bergerak di
bidang kesehatan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna
dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan dengan
memperhatikan fungsi sosial supaya masyarakat miskin dapat

terjamin.



Kebijakan tentang pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya
merupakan pemberian wewenang yang lebih besar pada suatu daerah
dalam pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik
daerah tersebut, bahwa dengan otonomi daerah telah diberikan
kewenangan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan. Kewenangan tersebut semestinya dipergunakan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal
18 (1) mengamanatkan negara (dengan pengertian daerah propinsi,
kabupaten dan kota, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai martabat kemanusiaan). UU No. 32 Tahun 2004
tentang pemerintahan daerah menetapkan bahwa di dalam
menyelenggarakan  otonomi, daerah  mempunyai  kewajiban
mengembangkan jaminan sosial dan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang pembagian urusan
pemerintahan antara pemerintah,pemerintah daerah provinsi,dan
pemerintah daerah kabupaten/kota,menetapkan bahwa urusan
pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya 1 tahun
setelah ditetapkannya peraturan pemerintah ini. Tidak ada keraguan
lagi bahwa Pemerintah daerah dapat mengembangkan jaminan sosial

sebagai salah satu kewajiban dalam urusan pemerintahannya. Hal ini



ditopang oleh undang-undang khusus yang mengatur yaitu Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional. Sehat adalah hak asasi, berdasarkan hal tersebut dan
beberapa pemikiran diatas maka pemerintah  Propinsi Sulawesi-
Selatan mengeluarkan sebuah kebijakan prioritas untuk dapat
memberikan jaminan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi
warganya. Kebijakan program pelayanan kesehatan gratis di Sulawesi
Selatan yang dimana pada tanggal 1 Juli 2008, diharapkan
memberikan dampak yang besar terhadap jalannya sistem pelayanan
kesehatan di Propinsi Sulawesi Selatan. Animo masyarakat yang
mengunjungi fasilitas/sarana kesehatan Puskesmas dan rumah sakit
serta balai pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan semakin meningkat, hal ini sesuai dengan tujuan utama
program tersebut yaitu selain meningkatnya akses masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan juga manfaat yang diperoleh bahwa
masyarakat dapat lebih dini menemukenali penyakit yang dideritanya
serta tentu saja meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu
sendiri.

Namun kenyataannya banyak masyarakat yang kecewa
pelayanan kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan tidak semuanya
gratis, malahan masih banyak tindakan pelayanan dan alat-alat

kesehatan yang dibebankan pada pasien dan keluarganya.



Tujuan lain dari penerapan pelayanan kesehatan gratis adalah
untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Namun kenyataannya
masih banyak masyarakat yang merasa kecewa karena merasa
dilayani setengah hati karena gratis, realitas ini diperkuat dengan
konsep pemasaran jasa bahwa harga yang terlalu murah bahkan gratis
memuat kesan jasa tersebut tidak bermutu atau mutunya rendah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis
tertarik untuk meneliti “Efektivitas Pelaksanaan Perda Provinsi
Sulawesi-Selatan No. 2 Tahun 2009 dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan Gratis di RSUD Sawerigading Kota Palopo.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di
atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah
sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perda Provinsi Sulawesi-Selatan
Nomor 2 Tahun 2009 dalam Kerja Sama Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Gratis di RSUD Sawerigading Kota Palopo ?

2. Apa sajakah yang berpengaruh pada pelaksanaan Perda Provinsi
Sulawesi-Selatan Nomor 2 Tahun 2009 dalam Kerja Sama
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di RSUD

Sawerigading Kota Palopo ?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni :

a. Untuk mengetahui sejauh manakah Pelaksanaan Perda

Provinsi Sulawesi- Selatan Nomor 2 Tahun 2009 dalam Kerja

Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di RSUD
Sawerigading Kota Palopo.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh

terhadap efektivitas pelaksanaan Perda Provinsi Sulawesi-

Selatan No 2 tahun 2009 dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan gratis di RSUD Sawerigading Kota Palopo.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yakni :

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam merumuskan
suatu kebijakan berupa peraturan daerah.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan
kepustakaan tentang efektifitas pelaksanaan perda dalam
pelayanan kesehatan gratis di Indonesia khususnya di Sulawesi
Selatan baik bagi penulis maupun bagi khalayak.

c. Memberikan gambaran faktor-faktor berpengaruh pada

pelaksanaan perda dalam pelayanan kesehatan gratis.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum dan Perananya

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang
diterangkan dalam penjelasan UUD 1945, maka segala sesuatu yang
berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan
harus berlandaskan dan berdasarkan atas hukum, sebagai barometer
untuk mengukur suatu perbuatan atau tindakan telah sesuai atau tidak
dengan ketentuan yang telah disepakati.*

Negara hukum adalah suatu Negara yang di dalam wilayahnya
terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat
perlengakapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya terhadap
para warga negara dalam hubungannya tidak boleh sewenang-
wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum
yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan
harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.? Salah
satu wujud peraturan-peraturan hukum yang berlaku yaitu peraturan
hukum di bidang kesehatan.

Peraturan adalah hukum yang in abstracto atau general norm
yang sifatnya mengikat (berlaku umum) dan tugasnya adalah

mengatur hal-hal yang bersifat umum (general).’

! Soerya Respationo, Politik Hukum di Indonesia, Kajian dari Perspektif Negara Hukum,
Jurnal llmu Hukum Amanna Gappa, Vol. 18, No. 1, Maret 2010, him. 57

2 |bid.

3 Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi, Cet. Ke-7, Jakarta, PT.
RajaGrafindo Persada, him. 129.



10

Secara teoritis, konsep perundang-undangan inhernt atau tidak
dapat dilepaskan eksistensinya dengan sejumlah aspek hukum yang
memungkinkan perundang-undangan dapat berdimensi fungsional
terutama mewujudkan nilai atau tujuan hukum (kepastian,
kemanfaatan dan keadilan). Demikian beberapa aspek hukum
tersebut, dapat menjiwai setiap produk perundang-undangan baik dari
segi the procedure of law dan the content of law. Selain itu, aspek-
aspek hukum tersebut, menjadi unsur kognitif teori perundang-
undangan.*

Undang-Undang adalah dasar dan batas bagi kegiatan
pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasar atas
hukum, yang menghendaki dapat diperkirakannya akibat dari suatu
aturan hukum dan adanya kepastian hukum. Pembentukan peraturan
perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-
norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang
luas.®

Peraturan perundang-undangan menurut D.W.P. Ruiter
terdapat 3 unsur, yaitu :

1) Norma Hukum (rechtsnormen)
Norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan

mengandung salah satu sifat-sifat sebagai berikut :

4 Achmad Ruslan, 2011, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan di Indonesia, Cet. 1, Yogyakarta, Rangkang Education, him. 55.

® Yuliandri, 2010, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang
Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
him 25.
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a. Perintah (gebod)
b. Larangan (verbod)
c. Pengizinan (toestemming); dan
d. Pembebasan (vrijstelling)

2) Berlaku ke luar (naar buitn werken)
Norma hanyalah tertuju kepada rakyat, baik dalam hubungan
antara sesamanya maupun antara rakyat dengan pemerintah.
Tanda-tanda yang diberikan oleh pemahaman tentang norma
hukum ialah selalu ditambah dengan predikat “berlaku keluar”.

3) Bersifat umum dalam arti luas (algemeenheid in ruimezing) °

B. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Hukum

Hukum dibuat tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan struktur
kenegaraan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu
Negara. Dengan demikian maka sesungguhnya kehadiran hukum itu
tidak terlepas dari masyarakatnya. Hukum itu ada untuk memenuhi
kebutuhan sosial, ekonomi, dan cultural masyarakat.’

Untuk mencapai tujuan hukum, hukum harus difungsikan
menurut fungsi-fungsi tertentu. Apakah fungsi dari hukum ?
jawabannya tergantung yang ingin kita capai, dengan lain perkataan,
fungsi hukum itu luas,tergantung tujuan-tujuan hukum umum dan

tujuan-tujuan yang spesifik yang ingin dicapai.

® Achmad Ruslan, Op.cit., him. 37-38.

"Abdurrahman M, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Umm
Press,Malang.him.19
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1. Fungsi hukum sebagai “atool of social control”

Menurut Ronny Hantijo Soemitro (1984:3)® :

“Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau

dapat disebut sebagai pemberi defenisi dari tingkah laku yang

menyimpang serta akibat-akibat-akibatnya seperti larangan-
larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi”.

Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat
diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku
mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan
hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum
jika terjadi penyimpangan tersebut.

Sedangkan Achmad Ali menyatakan bahwa :

a. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial, tidaklah sendirian
di dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu
bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainnya yang
melakukan fungsi pengendalian sosial.

b. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial
merupakan fungsi pasif disini artinya hukum yang menyesuaikan diri
dengan kenyataan masyarakat.Terlaksana atau tidak terlaksananya
fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial, ditentukan oleh dua

hal yaitu faktor aturan hukumnya sendiri, dan faktor pelaksana

(orang) hukumnya.’

8Ali Achmad, 2002, Menguak Tabir Hukum,PT Toko Agung Tbk, Jakarta.him.86
®Ibid.,hIm.89
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2. Fungsi hukum sebagai “a tool of social engineering”

Konsep hukum sebagai “a tool of social engineering”selama
ini ini dianggap sebagai konsep yang netral, yang dicetuskan oleh
Roscoe Pound.

Pengertian “a tool of social engineering” atau “social

engineering by law” dikemukakan oleh Soerjono Soekanto
(1977:104-105)"°:
“Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti
bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh agent of
change. Dan agent of change atau pelopor perubahan adalah
seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan
dari masyarakat sebagai perubahan memimpin masyarakat dalam
mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu
langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan
perubahan, dan bahkan mungkin mengadakan perubahan-
perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu
perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan,selalu
berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor
perubahan tersebut”

Achmad Ali mengemukakan bahwa sebelum menggunakan
hukum sebagai“ law as a tool of social engeneering” terlebih dahulu
harus diperhatikan berbagai aspek non hukum agar nantinya
peraturan hukum yang dibuat dan dipergunakan itu dapat
mencapai tujuan yang menjadi sasarannya. Kalau tidak, mungkin
hal sebaliknya yang bakal terjadi**.

Untuk itu kita perlu memperhatikan 4 asas utama bagi

penggunaan metode “ law as a tool of social engeneering” agar

Olbid.,him.90
Yipid.,him 92
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efektivitas peraturan yang dibuat mencapai hasil maksimal.

Keempat asas utama itu digambarkan oleh Adam Podgorecki

sebagai berikut

a. Menguasai dengan baik situasi yang dihadapi;

b. Membuat suatu analisis tentang penilaian-penilaian yang ada
serta menempatkan dalam suatu urutan hirarkie. Analisis dalam
hal ini mencakup pula asumsi mengenai metode yang akan
digunakan tidak akan lebih menimbulkan suatu efek yang
memperburuk keadaan.

c. Melakukan verifikasi hipotesis-hipotesis seperti apakah suatu
metode yang dipikirkan untuk digunakan pada akhirnya nanti
memang akan membawa kepada tujuan sebagaimana yang
dikehendaki.

d. Pengukuran terhadap efek perundang-undangan yang ada.

3. Fungsi Hukum sebagai Alat Politik (a political instrument)
Hukum dan politk memang sulit dipisahkan, khususnya
hukum tertulis mempunyai kaitan langsung dengan negara. Dalam
sistem hukum kita di Indonesia, Undang-Undang adalah produk
bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah
Kenyataan ini tak mungkin disangkal betapa para politisilah yang

memprodukkan undang-undang (hukum tertulis).
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4. Fungsi hukum sebagai Mekanisme untuk Integrasi (a political
integrator)

Seperti kita ketahui di dalam setiap masyarakat senantiasa
terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Diantara
kepentingan itu ada yang bisa selaras dengan kepentingan lain,
tetapi ada juga kepentingan yang menyulut konflik dengan
kepentingan lain. Hukum sering disalah artikan, ia hanya berfungsi
jika ada konflik, Padahal hukum telah berfungsi sebelum konflik itu.
Dengan kata lain, hukum berfungsi **

a. Sebelum terjadi konflik,

b. Setelah terjadinya konflik

Atau dapat dikatakan ada 2 jenis perapan hukum vyaitu :

a. Penerapan hukum dalam hal tidak ada konflik, contohnya jika
seorang pembeli barang membayar harga barang, dan penjual
menerima uang pembayaran,

b. Penerapan hukum dalam hal terjadi konflik, contohnya si pembeli
sudah membayar lunas harga barang, tetapi penjual tidak mau

menyerahkan barang yang telah dijualnya.

C.Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum
Masalah yang timbul kemudian berkaitan dengan bekerjanya
hukum itu adalah pertanyaan mengenai apakah hukum yang dijalankan

di dalam masyarakat itu benar-benar mencerminkan gambaran hukum

2Ipid.,him.101.
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yang terdapat di dalam peraturan hukum tersebut. Purbacaraka
membedakan tiga hal tentang berlakunya hukum, yaitu hukum berlaku
secara yuridis, secara filosofis, dan secara sosiologis.*®

Bagi studi hukum dalam masyarakat, maka yang terpenting
adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis (efektivitas hukum).
Studi efektivitas hukum adalah suatu kegiatan yang memperlihatkan
suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu
perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum.*

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum,
maka kita pertama - pertama harus dapat mengukur, sejauh mana
aturan hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi
sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang
bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat
dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat
mempertanyakan lebih jauh derajat evektivitasnya, seseorang mentaati
atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Jika
ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan
umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau karena
takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena
membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau

ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization,

13 Purbacaraka, 1987, Perihal Kaidah Hukum ,Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1978. Hal
114-117.
“Abdurrahman M, Op.Cit.,him.19
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yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok

dengan nilai intrinsic yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah

yang tertinggi.™

Jika kita mengkaji faktor-faktor apa yang memengaruhi ketaatan
terhadap hukum secara umum, Achmad Ali, yang juga beberapa dari
faktor berikut diakui oleh C.G. Howard & R.S Mumners dalam Law:Its

Nature and Limits, 1965:46-47,antara lain'®:

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum
dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum
itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk
undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk
mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan
undang-undang tersebut.

2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah
dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.

3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum
itu.Kita tidak boleh menyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa
semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap
mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya.
Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum,

mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan

[ Achmad,2009,Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial
Prudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta,him.375.
'®|bid.,him.376-378
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substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisikan secara
optimal.

Jika hukum yang dimaksud adalah undang-undang, maka
seyognya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat
mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur)
lebih  mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat
mengharuskan (mandatur).

Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu, harus dipadankan
dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.

Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum,
harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi
pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang
memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan
sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh
karenanya memungkinkan untuk diproses dalam tahapan
(penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan hukuman).

Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan,
relative akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang
bertentangan dengn nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang
menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara hukum, juga

tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak
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hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut;
mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan
hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum
(penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan
penerapannya suatu kasus konkret.

Eefektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga
mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang
minimal di dalam masyarakat.

Sebaliknya, jika yang ingin kita kaji adalah efektivitas aturan

hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang

mempengaruhi efektivitas dari setiap aturan hukum yang berbeda

tersebut.Akan berbeda faktor yang mempengaruhi efektivitas larangan

dan ancaman pidana untuk melakukan pembunuhan, dibandingkan

faktor yang mempengaruhi efektivitas aturan hukum yang mengatur

tentang usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yang sabh.

Jika yang kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka

kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-

undangan, terletak pada beberapa faktor, antar lain:

1.

2.

Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.

Institusi yang terkait dengan ruang-lingkup perundang-undangan di
dalam masyarakat.

Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak

boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan
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(sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep
legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Oleh karena itu, menurut Achmad Ali, pada umumnya, faktor
yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan,
adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan
fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang
dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan
perundang-undangan tersebut. Yang jelasnya seseorang menaati
ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu
kepentingan (interest) oleh perundang-undangan tersebut.

Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua
perspektif :

a. Perspektif organisatois, yang memandang perundang-undangan
sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya.

b. Perspektif individu, atau ketaatan, yang lebih banyak berfokus pada
segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh
perundang-undangan. Faktor kepentingan yang menyebabkan
seseorang manaati atau tidak menaati hukum. Dengankata lain pola-
pola perilaku warga masyarakat yang banyak mempengaruhi
efektivitas perundang-undangan.

Masalah kepatuhan (compliance) terhadap hukum bukan

merupakan persoalan baru dalam hukum dan ilmu hukum, namun
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bagaimana ia pelajari berubah-ubah sesuai dengan kualitas
penelitianyang dilakukan terhadap masalah tersebut. Apabila
masalahnya diselidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia lebih
didasarkan pada rasa perasaan saja, seperti “kesadaran hukum
rakyat”, “perasaan keadilan masyarakat” dan sebagainya. Kajian hukum
terhadap kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel,
masing-masing hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan
hukum tersebut. Dengan demikian, maka kepatuhan terhadap hukum
tidak hanya dilihat sebagai fungsi pengaturan hukum, melainkan juga
fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum
tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari
kesediaan manusia untuk mematuhinya. Dengan demikian tentulah
dalam pembicaraan megenai kepatuhan hukum, maka peraturan tidak
dapat dilihat sebagai satu-satunya faktor, melainkan juga ditentukan
oleh bagaimana sikap masyarakat menanggapi hukum yang ditujukan
kepadanya itu.'’

Faktor-faktor yang menjadikan peraturan itu efektif atau tidak,
dapat dikembalikan kepada empat faktor efektivitas, yaitu'®
1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkanya;
3. Fasilitas yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan kaidah

hukum; dan

4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Y Abdurrahman M, Op.Cit.,him.63

®Ruslan Achmad, 2011, Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan perundang-
undangan di Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta, him.71.
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Menurut Selo Soemardjan, efektivitas hukum berkaitan erat
dengan faktor-faktor sebagai berikut:*®
a. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu

penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar
warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui, dan
mentaati.

b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada system nilai-nilai yang
berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau
mungkin  mematuhi hukum karena compliance, identification,
internalitation atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin.

c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek dimana
usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberi
hasil.

Berdasarkan ketiga hal tersebut di atas, maka efektivitas hukum
dalam masyarakat sebagai subjek atau pemegang peranan. Hukum
menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek
hukum tadi, dan hukum semakin efektif apabila peranan yang
dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah
ditentukan oleh hukum.

Indikator-indikator kesadaran hukum:

1. Pengetahuan hukum artinya bahwa seseorang mengetahui perilaku-
perilaku tertentu diatur oleh hukum yang menyangkut prilaku yang

dilarang oleh hukum atau diperbolehkan.

Blbid,.him.74.
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2. Pemahaman hukum, artinya warga masyarakat mempunyai
pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu,
terutama mengenai isinya.

3. Sikap hukum, artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk
mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

4. Perilaku hukum, dimana seseorang berprilaku sesuai dengan hukum
yang berlaku.

Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat
dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, kalau dia
telah berprilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya
tinggi.

Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa Indikator perilaku
merupakan petunjuk adanya tingkat kesadaran hukum yang tinggi.
Apabila yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum, maka dapat
dikatakan tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat
dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud di dalam pola prilaku
manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan
suatu petunjuk bahwa hukum tersebut efektif (dalam arti mencapai
tujuannya). Dengan kata lain, peraturan itu efektif apabila
parapemegang peran berprilaku positif yaitu berprilaku yang tidak
menimbulkan masalah.

Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-

undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang
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mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum,
padahal menurut Achmad Ali. Kedua hal itu meskipun sangat erat
hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang
sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangan-
undangan?®.

Sadar hukum adalah suatu kondisi dimana masyarakat mau
menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa
adanya suatu paksaan. Kesadaran hukum sangat ditentukan oleh
sejauh mana orang memutuskan pilihannya dalam rangka olah
pemikiran untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi norma hukum atau
tidak™.

Kapan suatu aturan atau undang-undang dianggap tidak
dianggap efektif berlakunya? Jawabannya tentu saja jika sebagian
besar warga masyarakat tidak mentaatinya. Namun demikian, jika
sebagian besar warga masyarakat terlihat mentaati aturan atau
undang-undang tersebut, maka ukuran atau kualitas efektivitas aturan
atau undang-undang itupun masih dapat dipertanyakan.

Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan di atas,
maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan
atau undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau

perundang-undangan, paling tidaknya juga harus ada perbedaan

achmad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT Yarsif Watampone,
Jakarta,him.191.

ZToha Sherman, 2011, Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum
Masyarakat, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.him.19.



25

kualitas keefektifannya suatu aturan atau perundang-undangan.
Semakin banyak warga masyarakat yang menantaati suatu undang-
undang hanya dengan ketaatan yang bersifat complianceatau
edentification saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau undang-
undang itu masih rendah;sebaliknya semakin banyak warga
masyarakat yang mentaati suatu aturan dan undang-undang dengan
ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas
efektivitas aturan atau undang-undang itu.

Soerjono Soekanto (1982:239) mengemukakan empat unsur
kesadaran hukum yaitu :%2
1. pengetahuan tentang hukum;
2. pengetahuan tentang isi hukum;
3. sikap hukum; dan
4. pola perilaku hukum

Dalam memfungsikan hukum sebagai a tool of social
engeneering atau alat rekayasa sosial, maka proses sosialisasi
perundang-undangan sangat penting agar undang-undang atau aturan
hukum tersebut benar-benar efektif berlakunya.

Demikian pula tentang berbagai peraturan hukum dan undang-
undang yang mengancam sanksi terhadap berbagai jenis kejahatan

kekerasan, seyogianya dilakukan sosialisasi maksimal di dalam

22 pochmad Ali, Op.Cit., him.193-196.



26

masyarakat, sehingga baik kehadiranny maupun isi aturannya diketahui
oleh sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

Seyogianya kalangan hukum maupun masyarakat umumnya tidak
boleh berpikir dogmatik belaka bahwa menurut undang-undang, semua
penduduk harus dianggap mengetahui semua peraturan hukum yang

berlaku.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang
mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian
penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara,
dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto,1979).
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak
secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur
penilaian pribadi ( Wayne La Favre 1964 ).Dengan mengutip pendapat
Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan bahwa pada hakikatnya

diskresi berada diantara hukum dan moral ( etika dalam arti sempit).
Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan
terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabilah ada
ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola prilaku.
Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-

nilai yang berpasangan,yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang
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bersimpang siur, dan pola prilaku tidak terarah yang menganggu
kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa, penegakan hukum
bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan,
walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah
demikian. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan
penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlah ditarik
suatu kesimpulan, bahwa masalah pokok penegakan hukum
sebenarnya  terletak pada  faktor-faktor  yang mungkin
mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,
sehingga dampak positf atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor
tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan di batasi
pada undang-undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat,yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya,cipta,karsa dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima fakor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh
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karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan
tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian
maka kelima faktor tersebut akan dibahas sebagai berikut :

1. Faktor Peraturan Itu Sendiri (Undang- Undang )

Di dalam tulisan ini , maka yang diartikan dengan undang-undang
dalam arti materil adalah ( Purbacaraka & Soerjono Soekanto,1979)
peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa
pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian maka undang-
undang dalam materil ( selanjutnya disebut undang — undang )
mencakup :

a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau
suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di
sebagian wilayah negara.

b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau
daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut terdapat
beberapa asas yang tujuanya adalah agar undang-undang tersebut
mempunyai dampak yang positif. Artinya supaya undang-undang
tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas- asas tersebut
antara lain ( Purbacaraka & Soerjono Soekanto 1979 ) :

a. Undang-undang tidak berlaku surut ; artinya, undang- undang

hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di
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dalam undang- undang tersebut, serta terjadi setelah undang-
undang itu dinyatakan berlaku.

. Undang- undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi,
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-
undang yang bersifat umum, apabila pembuatanya sama.
Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-
undang yang menyebutkan peristiwva itu, walaupun bagi
peristiwva khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang —
undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun
lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwva khusus
tersebut.

. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan
undang- undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-
undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai
suatu hal tertentu, tidak berlaku tujuannya apabila ada undang-
undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal
tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuanya berlainan
atau berlawanan dengan undang- undang lama tersebut.

. Undang- undang tidak dapat diganggu gugat.

Undang- undang merupakan suatu sarana untuk mencapai
kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun

pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan ( inovasi ) .
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Artinya, supaya pembuat undang- undang tidak sewenang-

wenang atau supaya undang- undang tersebut tidak menjadi

huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni

antara lain :

1) Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang- undang .

2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk
mengajukan usul- usur tertentu, melalui cara- cara :

a) Penguasa setempat mengundang mereka yang
berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan
mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.

b) Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-
organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi
suatu rancangan undang- undang yang sedang disusun.

c) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.

d) Pembentukan kelompok- kelompok penasehat yang
terdiri dari tokoh- tokoh atau ahli- ahli terkemuka

Suatu masalah lain yang dijumpai dalam undang-undang
adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum juga
mempunyai peraturan pelaksanaan,padahal di dalam undang-
undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan
pelaksanaan sebagaimana diperintahkan tersebut,akan menganggu

keserasian antara ketertiban dan ketentraman.



31

Persoalan lain yang timbul di dalam undang-undang, adalah
ketidak jelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan didalam
perumusan pasal-pasal tertentu.

Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa
gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-
undang mungkin di sebabkan karena:

a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,

b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat di butuhkan
untuk menerapkan undang-undang,

c. Ketidak jelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang
mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta

penerapanya.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas
sekali,oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan
secara tidak langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan
hukum.Di dalam tulisan ini,yang di maksutkan dengan penegak
hukum akan di batasi pada kalangan yang secara langsung
berkecimpung didalam bidang penegakan hukum vyaitu yang
bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian,
kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis,maka setiap penegak hukum tersebut

mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan
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(sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur
kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau
rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya suatu wadah yang isinya
adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan
kewajiban tadi merupakan peranan atau role.

Oleh karena itu seseorang mempunyai kedudukan tertentu,
lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya
merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedang
kewajiban adalah beban atau tugas suatu peranan tertentu, dapat
dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut :

a. Peranan yang ideal (ideal role)

b. Peranan yang seharusnya (expected role)

c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga
dinamakan role performance atau role playing. Kiranya dapat di
pahami, bahwa peranan yang ideal yang seharusnya datang dari
pihak (pihak-pihak lain), sedangkan peranan yang dianggap oleh
diri sendiri serta peranan yang sebenarnya di lakukan berasal dari
diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataanya, peranan-
peranan tadi berfungsi apabilah seseorang berhubungan dengan

pihak lain (disebut role sektor) atau dengan beberapa pihak.
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Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga
masyarakat lainya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan
perana sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa
antara berbagai kedudukan dan peranan timbullah komplik. Kalau
didalam kenyataanya terjadi suatu kesenjangan antara peranan
yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau
peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (role-
distance).

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena
pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak
tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka bahwa
diskresi merupakan pengambilan keputusan yang tidak sangat
terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang
peranan. Didalam penegakan hukum diskresie sangat penting
karena :

a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya,
sehingga dapat mengatur semua prilaku manusia, adanya
kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-
undangan dengan perkembangan-perkembangan didalam
masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.

b. Kurannya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-

undang,
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c. Adanya kasusu-kasus individual yang memerlukan penanganan
secara khusus.

Penggunaan persfektip peranan dianggap mempunyai
keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena :

a. Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat,

b. Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemusatan
perhatian pada segi prosesual,

c. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta
tanggung jawabnya, daripada kedudukan dengan lambang-
lambangnya yang cenderung bersifat komsumtif.

Peranan yang sebenarnya atau peranan yang actual
menyangkut prilaku yang nyata dari para pelaksana peranan, yakni
para penegak hukum yang disatu pihak menerapkan perundang-
undangan, dan dilain pihak melaksanakan diskresi di dalam
keadaan-keadaan tertentu. Di dalam melaksanakan peranan yang
aktual, penegak hukum sebaiknya mampu mawas diri, hal mana
akan tampak pada prilakunya yang merupakan pelaksanaan peranan
aktualnya.

Agar mampu mawas diri penegak hukum harus mampu
beriktiar untuk hidup (Purbacaraka & Soerjono Soekanto,1983) :
1. Sabenere (Logis),yaitu dapat membuktikan apa atau mana yang

benar atau yang salah;
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2. Samestine (Etis), yaitu bersikap tidak maton atau berpatokan
dan tidak waton ialah asal saja sehingga sembrono atau
ngawur.

Hal-hal tersebut hanya mungkin, apabilah dilandaskan pada
paling sedikit dua asas, yakni (Purbacaraka & Soerjono
Soekanto,1983 );

1. Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang
lain mengalaminya.

2. Apa yang boleh anda perdapat, biarkanlah orang lain beriktiar
mendapatkanya.

Memang di dalam kenyataanya sangat sukar untuk
menerapkan hal-hal tersebut, karena sedikit banyaknya, penegak
hukum juga di pengaruhi oleh hal-hal lain, seperti misalnya, interest
groups dan juga public opinion yang mungkin mempunyai dampak
negatif atau positif (Vago, 1981).

Pelbagai situasi mungkin di hadapi oleh para penegak
hukum, di mana mereka harus melakukan diskresi,dengan
mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Situasi-situasi dimana
harus diadakan penindakan atau pencegahan, didalam kedua
situasi tersebut, inisiatif mungkin berasal dari penegak hukum itu
sendiri, atau mungkin dari warga masyarakat.

Halangan-halangan yang mungkin di jumpai pada penerapan

peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak
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hukum, mungkin dari dirinya sendiri atau dari lingkungan.

Halangan-halangan yang memerlukan penanganan tersebut

adalah :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam
peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,

2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,

3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa
depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,

4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu
kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil,

5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan

pasangan konservatisme.

. Faktor sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak
mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.
Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup, tenaga
manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik
,peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum
akan mencapai tujuannya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting
didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas

tersebut tidak akan mungkin penegak hukum akan menyerasikan
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peranan Yyang seharusnya dengan peranan Yyang aktual.
Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti

jalan pikiran sebagai berikut (Purbacaraka & Soerjono S 1983):

=

Yang tidak ada — diadakan yang baru betul,

N

. Yang rusak atau salah — diperbaiki atau dibetulkan,
3. Yang kurang — ditambah,
4. Yang macet — dilancarkan,

5. Yang mundur atau merosot — di majukan atau di tingkatkan.

. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum dari masyarakat, dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu,
dipandang dari sudut tertentu,maka masyarakat dapat
mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai
pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum yang sangat
mempengaruhi kepatuhanya pada hukum, ada pelbagai pengertian
atau arti yang di berikan pada hukum yang variasinya adalah :

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,

2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang
kenyataan,

3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan

prilaku pantas yang di harapkan,
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4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif
tertulis),

5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,

6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,

7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,

8. Hukum diartikan sebagai prilaku teratur dan unik,

9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,

10.Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang di berikan pada
hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat,
untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan
petugas ( dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi ).Salah
satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa
dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut,yang
menurut pendapatnya merupakan dari pencerminan dari hukum
sebagai struktur maupun proses.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya
warga masyarakat menaati hukum,menghasilkan kepatuhan
tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut
malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan
tujuanya. Cara-cara lain dapat diterapkan misalnya cara yang lunak
yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui
dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-

nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat
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diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang
dilakukan berulang kali,sehingga menimbulkan suatu penghargaan

tertentu terhadap hukum.

E. Tinjauan tentang Peraturan Daerah (Perda)
1. Pengertian Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh Kepala daerah,
setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi perda adalah
penjabaran dari peraturan perundang undangan yang tingkatanya
lebih tinggi, dengan memerhatikan ciri khas masing-masing daerah,
dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
umum dan\atau peraturan perundangan yang lebih tinggi..”*
Pengertian Peraturan Daerah menurut Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 yakni Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan Daerah merupakan
kebijakan umum pada tingkat daerah yang dihasilkan oleh lembaga
eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksana azas
desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga
daerahnya.

Peraturan Daerah pada hakikatnya merupakan sarana
legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat

oleh pemerintah daerah. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

= Sunarno, Siswanto. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta.
Sinar Grafika, hal. 37
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berbunyi, ‘Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang
berbentuk Republik’. Negara Kesatuan menurut UUD 1945 adalah
desentralisasi, bukan sentralisasi.?*

Peraturan Daerah merupakan norma hukum yang materinya
bersifat mengatur dan berlaku umum, mengandung muatan
abstrak, sehingga masih memerlukan tindak lanjut dalam tataran
operasionalnya.

Pada hakikatnya, Peraturan Daerah merupakan keputusan
dalam arti luas, sebagai tujuan untuk mengatur hidup bersama,
melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat,
melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dan
menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang
bersangkutan atas dasar keadilan, untuk mencapai keseimbangan

dan kesejahteraan umum.

. Dasar Konstitusional Pembentukan Perda

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menetapkan, Pemerintahan
daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan. Perda merupakan aturan daerah dalam arti materil
Perda mengikat warga dan penduduk daerah otonom. Regulasi
perda merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berkaitan dengan

otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2 UUD NRI 1945. Pasal 1 Ayat (1).
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Perda merupakan produk legislasi pemerintahan daerah,
yakni Kepala Daerah dan DPRD. Sesuai Pasal 18 ayat (6) UUD
1945, Perda merupakan hak legislasi konstitusional Pemda dan
DPRD. Rancangan perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau
Bupati/Walikota (Pasal 140 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah®. Rancangan perda harus mendapat
persetujuan bersama DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota.
Tanpa persetujuan bersama, rancangan perda tidak dibahas lebih
lanjut.

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD
dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan
DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan
sebagai Perda. Penyampaian rancangan perda dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal
persetujuan bersama. Rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur
atau Bupati/Walikota paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut
disetujui bersama (Pasal 144 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

Mengenai tata cara mempersiapkan Ranperda berasal dari
kepala daerah, di atur dengan peraturan presiden. Sedang
Ranperda yang berasal dari DPRD yang khusus menangani bidang

legislasi. Mengenai tata cara mempersiapkan Ranperda,

% UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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merupakan hak inisiatif DPRD, diatur dalam peraturan tata tertib

DPRD. Dalam rangka sosialisasi dan publikasi Ranperda yang

berasal dari, DPRD, menyebarluaskan Ranperda yang berasal dari

kepala daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau
Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 30 hari maka rancangan
Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan
memuatnya dalam Lembaran Daerah. Dalam hal keabsahan
rancangan Perda dimaksud, rumusan kalimat pengesahannya
berbunyi ‘Perda dinyatakan sah’, dengan mencamtumkan tanggal
sahnya (Pasal 144 ayat (4), (5) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah).

Untuk membuat suatu Perda, kiranya harus memperhatikan
landasan perundang-undangan. Menurut ilmu pengetahuan hukum
sekurang-kurangnya ada tiga landasan perundang-undangan, yakni
Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

a. Landasan filosofis suatu perda harus dapat menggambarkan
pemikiran masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan
bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan, sehingga
rancangan perda yang disusun dapat menggambarkan cita-cita
kolektif tentang nilai-nilai luhur yang hendak di wujudkan melalui

pelaksanaan perda yang bersangkutan.
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b. Landasan sosiologis suatu perda harus dapat menerangkan
bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam perda
tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan
realitas kesadaran hukum masyarakat.

c. Landasan vyuridis perda mencantumkan ketentuan dalam
undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
dan ketentuan undang-undang yang di jadikan rujukan dalam

menyusun materi perda tersebut.

3. Materi Muatan Perda
Kedudukan perda dalam hierarki Peraturan Perundang-
undangan Republik Indonesia terdapat pada Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan jenis
dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang;
d. Peraturan pemerintah;
e. Peraturan Presiden ;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Materi muatan Peraturan Daerah menurut Pasal 14 Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah seluruh materi muatan
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dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta
penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

Mengingat kekuatan hukum peraturan perundang-undangan
menurut  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sesuai
dengan hierarkinya, maka Peraturan Daerah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Selain itu menurut Pasal 136 ayat (5) Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan Daerah juga tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan umum yang dimaksud dengan
“bertentangan dengan kepentingan umum” dalam ketentuan
tersebut adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan
antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan
terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang

bersifat diskriminatif.

. Urgensi Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah dalam
penyelenggaraan sistem Otonomi Daerah. Hal ini sebagai
konsekuensi dari sistem Otonomi Daerah itu sendiri yang
bersendikan kemandirian yang mengandung arti bahwa Daerah
berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga

pemerintahannya  sendiri. Kewenangan  mengatur  disini
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mengandung anti bahwa daerah berhak membuat keputusan
hukum berupa peraturan perundang-undangan, berupa Peraturan
Daerah. Dengan demikian, kehadiran atau keberadaan Peraturan
Daerah menjadi sesuatu yang mutlak dalam mengatur urusan
rumah tangga daerah.

Perda dibuat dan dibutuhkan selain untuk melaksanakan
otonomi daerah dan tugas pembantuan, juga untuk melaksanakan
urusan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Perda dibuat
untuk menuntun penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga
proses jalannya pemerintahan berlangsung sesuai harapan
bersama, demi keberhasilan pembangunan daerah.

Pada hakikatnya perda mengatur setiap kepentingan yang
ada di daerahnya, di mana setiap perda yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah merupakan sesuatu yang penting untuk
dilaksanakan oleh daerah tersebut. Menurut penulis setiap perda
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan dan
dijalankan untuk kepentingan daerah tersebut, karena peraturan
daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur
diundangkan dan menempatkannya dalam lembaran daerah agar
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pada kenyataan yang terjadi di Indonesia ada beberapa
perda yang berlakunya tidak berlaku menyeluruh ke semua daerah

yang mengeluarkan perda tersebut. Dalam artian ketika suatu
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peraturan daerah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
dalam hal ini adalah Perda Provinsi, maka perda tersebut mengikat
bagi daerah tingkat dua yakni pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tapi pada hakikatnya ada dua sifat dari Perda Provinsi, yakni
apakah Perda Provinsi tersebut merupakan Perda yang sifatnya
Instruksi atau bersifat koordinasi. Apabila Perda Tersebut sifatnya
instruksi maka semua Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus
mematuhi dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh perda
tersebut. Tapi, jika perda tersebut hanya bersifat koordinasi maka
tidak wajib bagi setiap daerah tingkat dua untuk mematuhi dan
menjalankan perda tersebut, apalagi jika perda itu merupakan
inisiatif dari Pemerintah Daerah Provinsi yakni Gubernur, yang atas
dasar kepentingan politiknya sehingga mengusulkan perda

tersebut.

5. Fungsi Peraturan Daerah
a. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerabh.
b. Menyelenggarakan urusan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang tingkatannya lebih tinggi.

F. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan merupakan jalan bagi tiap orang untuk

meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam rangka
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peningkatan derajat kesehatan yang optimal tersebut, setiap orang
mempunyai hak atas atas pelayanan kesehatan®.

Secara umum yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan
adalah setiap pelayanan atau program yang ditujukan pada
perorangan atau masyarakat dan dilaksanakan secara perseorangan
atau bersama-sama dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk
memelihara atau meningkatkan derajat kesehatan yang dipunyai
(Azwar,1996).%’

Dalam penjelasan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan, tugas dan tanggung jawab pemerintah pada
dasarnya  adalah mengatur, membina, dan mengawasi
penyelenggaraan upaya kesehatan atau sumber dayanya. Sumber
daya kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya
kesehatan yang tetap melaksanakan fungsi dan wewenang tanggung
jawab sosialnya dengan pengertian bahwa sarana pelayanan
kesehatan harus tetap memperhatikan semua golongan masyarakat
terutama kepentingan golongan masyarakat yang berpenghasilan
rendah. Dengan perkataan lain pelayanan kesehatan dan sarana
pelayanan harus tersedia diseluruh wilayah sampai ke masyarakat,
termasuk fakir miskin, orang terlantar dan orang kurang mampu.?®

Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun

2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa” Fasilitas pelayanan

*®|ndar, Op.Cit., him.165
%’azwar dalam buku Indar, Ibid., him.166
2pid., him.172
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kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas: pelayanan
kesehatan perorangan; dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Sedangkan ayat (2) menyebutkan fasilitas pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pelayanan kesehatan
tingkat pertama; pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan pelayanan
kesehatan tingkat ketiga.

Pelayanan kedokteran di Indonesia dapat dibedakan atas dua
macam. Pertama, yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kedua, yang
diselenggarakan oleh swasta. Sarana pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah di Indonesia adalah Pusat
Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), sebagai sarana pelayanan
kesehatan tingkat pertama serta Rumah Sakit dengan berbagai
jenjangnya, sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat kedua dan

ketiga®.

G. Tinjauan tentang Pelayanan Kesehatan Gratis
Pelayanan kesehatan gratis adalah: semua pelayanan
kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya dan pelayanan
kesehatan rujukan di Kelas Il Rumah Sakit/Balai Kesehatan milik
Pemerintah (Pusat dan Daerah) tidak dipungut biaya dan obat yang
diberikan menggunakan obat generik (Pasal 1 ayat 7 Pergub No 13

Tahun 2008).

* Azwar Azrul, 2010, Pengantar Administrasi Kesehatan, Binarupa Aksara
Publisher, Tangerang,him.78.
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Tujuan umum pelayanan kesehatan gratis yaitu meningkatnya
akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh
penduduk Sulawesi- Selatan guna tercapainya derajat kesehatan
masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Adapun tujuan
Khususnya:

1) Membantu dan meringankan beban masyarakat dalam
pembiayaan pelayanan kesehatan.

2) Meningkatnya cakupan masyarakat dalam mendapatkan
pelayanan kesehatan di puskesmas serta jaringannya dan di
rumah sakit milik pemerintah di wilayah Sulawesi- Selatan.

3) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Sulawesi -Selatan.

4) Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Sulawesi- Selatan.

5) Terselenggaranya pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat
dengan pola jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di

Sulawesi -Selatan.

H. Tinjauan Tentang Rumah Sakit
Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal
(1) ayat 1 menentukan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan
dan gawat darurat. Selanjutnya, undang-undang ini membagi jenis
rumah sakit berdasarkan pengelola menjadi dua jenis yaitu rumah

sakit publik dan rumah sakit privat.
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Rumah sakit publik dikelola oleh pemerintah, pemerintah
daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik
yang dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan
berdasarkan pengelolaan badan layanan umum atau badan layanan
umum daerah. Sedangkan rumah sakit privat dikelola oleh badan
hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau
persero.

Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
menetapkan organisasi rumah sakit sebagai sebuah institusi, setiap
rumah sakit menurut ketentuan Pasal 33 Undang-undang rumah sakit,
harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel yang
paling sedikit terdiri atas kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit,
unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis,
komite medis, satuan pemeriksaan internal serta administrasi umum
dan keuangan.

Yang dimaksud dengan kepala rumah sakit menurut
penjelasan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang rumah sakit adalah
pimpinan tertinggi dengan jabatan direktur utama (chief executive
officer) termasuk direktur medis. Dengan demikian, yang mewakili

rumah sakit secara hukum adalah kepala rumah sakit.
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